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PERATURAN DESA REJODADI
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA REJODADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJODADI,

bahwa nilai-nilai gotong-royong yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat sebagai bagian dari system nilai budaya bangsa, perlu
dilestarikan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperkuat
intergrasi social masyarakat di desa serta memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksu pada huruf a, perlu diatur
dengan Peraturan Desa Rejodadi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 MNomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20171 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA
REJODADI KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Banyuasin ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar MNegara
Republik Indonesia Tahun 1945

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuasin.

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.
8. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliha-raan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

9. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibel
atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

10. Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

11.Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan
kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan
jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat
itu.

12.Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta
mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan
atau antara warga Desa dengan Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan yang
insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
bersama baik material maupun spiritual.

13. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa adalah pengalihan keka-yaan yang tidak
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha
Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh



Desa atau Daerah.

14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan
hasil pendataan kekayaan milik desa.

15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan
Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.

16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam
bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun
guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan Desa.

17.Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa dari Pemerintah Desa
kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah
jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa
yang bersangkutan.

19.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain
dengan jangka waktu tertentu dalam rangka penerimaan pendapatan desa bukan
pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

20.Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

21.Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah
selesal pem-bangunanya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakat.

22.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB Il
BIDANG KEGIATAN GOTONG ROYONG
Pasal 2
(1) Kegiatan gotong royong dibidang kemasyarakatan, meliputi :
a. Penguatan system keamanan lingkungan;
b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;

c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan
Perlindungan Masyarakat/Linmas di desa;

d. Penegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. Penyuluhan tentang idiologi Negara, wawasan kebangsaan serta persatuan
dan kesatuan nasional;

f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;

g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
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Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara gotong
royong dan swadaya;

Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan.

(2) Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi :

a.

Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;

b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;

a.

Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
Tanaman pangan dan holtikultural,
Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat,

Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (sepert|
bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat,
jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomiannya);

Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

(3) Kegiatan gotong royong dibidang social budaya dan agama meliputi :

d.

Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan
atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);

Pelayanan kesehatan missal (seperti pelayananposyandu untuk ibu dan anak,
imunisasi, khitanan masaal dll);

Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia, yatim-piatu dan disabilitas;

Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita
sehat dil);

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan
sarana posyandu);

Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;

Perlombaan dan pertandingan olahraga;

Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid dll);
Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;

Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana social;

Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang social, budaya dan agama.

(4) Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:

a.

b.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan,
jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban dan prasarana
lingkungan lainnya);

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
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¢. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;

e. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

BAB Il
KETENTUAN SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 3

{1) Untuk mempercepat pembangunan Desa Rejodadi disepakati ketentuan swadaya
masyarakat yang meliputi;

a. setiap warga desa Rejodadi yang diwajibkan mengikuti kegiatan swadaya
masyarakat berupa iuran amal kematian di dusun masing-masing sebagaimana
maksud Bab Il pasal 2 angka 1 huruf h;

b. setiap warga desa Rejodadi yang diwajibkan mengikuti kegiatan swadaya
masyarakat berupa jimpitan/beras maupun uang pada setiap malam yang akan
di ambil oleh petugas siskamling untuk digunakan sebagaimana dimaksud Bab
Il pasal 2.

c. disetujui pembentukan organisasi sosial budaya dan agama pengumpulan hasil
swadaya masyarakat berupa uang dan barang untuk dibagikan sebagaimana
dimaksud dalam Bab Il pasal 2 nomor 3 poin c.

Pasal 4

{1) Hasil swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dimasukan dalam kas
lingkungan RT dan organisasi masing-masing untuk dilaporkan ke Pemerintah
Desa serta di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rejodadi.

(2) Penggunaan hasil swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat)
diperuntukan bagi pembangunan dan pemberian santunan bagi masyarakat di
lingkungan desa yang ditetapkan melalui musyawarat masyarakat desa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 5

(1) Setiap dusun di Desa Rejodadi harus menyusun program kerja gotong royong dan
swadaya masyarakat.

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dan BPD mempasilitasi, mendorong dan melaporkan hasil gotong
royong dan swadaya masyarakat.



BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Desa Rejodadi.

Ditetapkan di Rejodadi
Pada tanggal, 20 September 2022

KEPALA DESA, REJODADI

GUNAWAN

Diundangkan di : Rejodadi
Pada tanggal . 27 September 2022

SEKRETARIS DESA REJODADI

APRIANTO
BERITA DESA REJODADI NOMOR 04 TAHUN 2022



